
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUPATI KUANTAN SINGINGI  

PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR  21 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP 
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Dae-

rah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Ter-

hadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten 

Kuantan Singingi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4740); 

  2.  Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 

SALINAN 



  3.  Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3902), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); 

  4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

  5.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  6.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 



  9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  10.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admin-

istrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

  13.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  97 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

  14.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 

2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 201); 

 



  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Dae-

rah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 126); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

  17.  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 

4). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP 

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi. 

4. Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalah Perangkat Daerah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman 

modal dan PTSP di Kabupaten Kuantan Singingi. 



6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya 

di singkat BAPENDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi 

penerimaan daerah. 

7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya di singkat ULP adalah Unit 

Kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang dan jasa. 

8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama 

adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak. 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan dalam bentuk usaha tetap. 

11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya di singkat KSWP adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan 

publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak. 

12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib 

Pajak atas layanan publik pada Perangkat Daerah. 

13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah kepada masyarakat. 

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah 

pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang berlokasi pada sektor 

perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat 

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

 

 

 



Pasal 2 

 
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan 

Konfirmasi Status Wajib Pajak. 
 
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan: 
 

a. mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak; dan 
 

b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

 
 

BAB II 
 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 3 
 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan 

b. tata cara pelaksanaan KSWP. 

 
BAB III 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

Pasal 4 

 
(1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum 

memberikan layanan publik tertentu. 

(2) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak kepada 

Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal 

Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. 

(3) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP antara lain: 

a. Izin Usaha Perdagangan; 

b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi : 

1. Izin Usaha Hiburan; dan 

2. Izin Usaha Restoran. 

c. Izin Mendirikan Bangunan; 

d. Izin Trayek; 

e. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; dan 

f. Izin Usaha Perikanan. 

(4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui: 

a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan 

sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan 

keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau 

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi 

urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 



BAB IV 

DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN  

LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

Pasal 5 
 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada pemohon apabila 

pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut: 

a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; 

b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; 

dan 

c. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi 

urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 

(2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (3) 

diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak 

dengan status valid. 

BAB V 

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP 

Pasal 6 
 

(1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di 

Daerah wajib memiliki status wajib pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak 

di Daerah. 
 
(2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib 

Pajak dapat langsung di cetak melalui sistem aplikasi KSWP. 

(3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, 

maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan 

surat keterangan. 

Pasal 7 
 
(1) DPMPTSPTK selaku perangkat daerah yang melaksanakan layanan 

publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 

melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu. 
 
(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem 

informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem 

informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah 

disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 

(3) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

 



BAB VI 

PEMBINAAN 

Pasal 8 
 

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak dan berkoordinasi dengan BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi 

dalam kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi. 
 
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 
 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 
 

Ditetapkan di  Teluk Kuantan 

  pada tanggal 30 April 2019 
 

 
BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

ttd 
 

 
H. M U R S I N I 

 
Diundangkan di Teluk Kuantan 
 
pada tanggal 30 April 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,  

 
   ttd 
 

H. DIANTO MAMPANINI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 21 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

SURIYANTO, SH, MH 

Pembina 

NIP. 19730603 200701 1 007 


